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PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Program Magister 

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. 

Achmad Faishal, S.H., M.H., 93 Halaman. 

 

RINGKASAN 

 

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan 

masyarakat, pembangunan nasional, serta keberlangsungan pemerintahan. Dalam 

konteks ketatanegaraan Indonesia, pengaturan mengenai pertanahan menjadi 

kewenangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pelaksanaan penguasaan 

negara atas tanah tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan 

pemerintahan sering terjadi insinkronitas kewenangan di bidang pertanahan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menimbulkan berbagai persoalan 

hukum dan administratif. 

 

Permasalahan insinkronitas kewenangan pertanahan muncul akibat adanya tumpang 

tindih pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di satu sisi, 

pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait memiliki kewenangan 

yang dominan dalam pengaturan, pengurusan, dan pengawasan pertanahan. Di sisi 

lain, pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah juga diberikan 

kewenangan tertentu dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah di wilayahnya. 

Ketidaksinkronan tersebut sering menimbulkan konflik kewenangan, ketidakpastian 

hukum, serta hambatan dalam pelayanan publik dan investasi. Selain itu, perbedaan 

interpretasi terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah juga menyebabkan pelaksanaan kebijakan pertanahan menjadi 

kurang efektif dan tidak terintegrasi. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk insinkronitas kewenangan 

bidang pertanahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan tersebut. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk menemukan solusi hukum dalam rangka menciptakan sinkronisasi 

kewenangan pertanahan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan otonomi 

daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier 

yang dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insinkronitas kewenangan pertanahan terjadi 

karena adanya disharmonisasi regulasi antara Undang-Undang Pokok Agraria, 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. 
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Selain itu, sentralisasi kewenangan pertanahan oleh pemerintah pusat melalui Badan 

Pertanahan Nasional menyebabkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam 

menjalankan fungsi pengelolaan pertanahan di daerah. Kondisi tersebut berdampak 

pada lambannya penyelesaian sengketa tanah, tumpang tindih perizinan, konflik 

agraria, serta rendahnya efektivitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. 

 

Dalam praktiknya, pemerintah daerah sering menghadapi kesulitan dalam 

menentukan kebijakan tata ruang dan pemanfaatan lahan karena kewenangan 

administrasi pertanahan masih didominasi oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, 

pemerintah pusat memandang perlunya pengendalian kewenangan pertanahan secara 

nasional untuk menjaga kepastian hukum dan keseragaman kebijakan agraria. 

Perbedaan kepentingan tersebut menunjukkan belum optimalnya koordinasi dan 

harmonisasi hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

di bidang pertanahan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa insinkronitas kewenangan 

bidang pertanahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjadi akibat 

disharmonisasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi 

antar lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan 

perundang-undangan, penegasan pembagian kewenangan, dan penguatan mekanisme 

koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penyelenggaraan 

administrasi pertanahan dapat berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, serta 

mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip negara 

hukum dan otonomi daerah. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci: insinkronitas kewenangan, pertanahan, pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, otonomi daerah. 

 

Permasalahan pertanahan merupakan salah satu isu penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia karena berkaitan dengan kepastian hukum, pembangunan, 

dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sering terjadi insinkronitas 

kewenangan bidang pertanahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang 

menimbulkan tumpang tindih kebijakan, konflik kewenangan, serta hambatan dalam 

pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk insinkronitas 

kewenangan bidang pertanahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan tersebut dalam 

perspektif hukum ketatanegaraan dan otonomi daerah. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum 

yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan, khususnya Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksana lainnya yang 

mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di 

bidang pertanahan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insinkronitas kewenangan pertanahan terjadi 

akibat disharmonisasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya 

koordinasi antar lembaga pemerintahan. Pemerintah pusat masih mendominasi 

pengelolaan administrasi pertanahan, sedangkan pemerintah daerah memiliki 

keterbatasan dalam menjalankan kewenangannya di bidang pertanahan. Kondisi 

tersebut berdampak pada munculnya konflik agraria, ketidakpastian hukum, tumpang 

tindih perizinan, dan rendahnya efektivitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. 

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penegasan 

pembagian kewenangan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah agar tercipta sistem pertanahan yang efektif, adil, dan 

memberikan kepastian hukum sesuai dengan prinsip negara hukum dan otonomi 

daerah. 
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ABSTRACT 

 
Keywords: inconsistency of authority, land affairs, central government, local 

government, regional autonomy. 

 

Land issues are one of the important matters in the administration of government in 

Indonesia because they are closely related to legal certainty, development, and public 

welfare. In practice, there is often an inconsistency of authority in land affairs 

between the central government and local governments, resulting in overlapping 

policies, authority conflicts, and obstacles in public services. This study aims to 

analyze the forms of inconsistency of authority in land affairs between the central 

government and local governments, as well as the factors causing such 

inconsistencies from the perspective of constitutional law and regional autonomy. 

 

This research employs normative legal research methods using statutory, conceptual, 

and historical approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, 

and tertiary legal materials analyzed qualitatively. This study examines various laws 

and regulations related to land affairs, particularly the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia, the Basic Agrarian Law, the Regional Government Law, and 

other implementing regulations governing the division of authority between the 

central government and local governments in the land sector. 

 

The results of the study indicate that the inconsistency of authority in land affairs 

occurs due to regulatory disharmony, overlapping authorities, and weak coordination 

among governmental institutions. The central government still dominates the 

administration of land affairs, while local governments face limitations in exercising 

their authority in the land sector. This condition has resulted in agrarian conflicts, 

legal uncertainty, overlapping permits, and the low effectiveness of land services to 

the public. Therefore, harmonization of laws and regulations, clarification of the 

division of authority, and strengthening coordination between the central government 

and local governments are necessary to create an effective, fair land administration 

system that provides legal certainty in accordance with the principles of the rule of 

law and regional autonomy. 
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